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A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan

tentang Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak sebagai Pengguna

Narkotika Di Kabupaten Nunukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kabupaten Nunukan berbatasan dengan Tawau (Malaysia), sehingga
barang-barang termasuk narkotika dari Malaysia dengan mudah masuk
di kabupaten nunukan dan kurangnya pemeriksaan dan fasilitas yang
memadai untuk memeriksa barang dar malaysia. Barang-barang yang
diangkut dengan men-ggunakan gerobak tidak diperiksa oleh pihak
petugas pelabuhan di kabupaten Nunukan.

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya peredaran narkotika
terhadap anak di kabupaten nunukan yaitu :

a. Ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan maraknya peredaran
narkotika terhadap anak Di Kabupaten Nunukan yaitu yang
pertama pengaruh dari pola asuh dalam keluarga. Orang tua
tidak dapat mengawasi perilaku dan perkembangan anak
karena orang tua bekerja sebagai TKI di Malaysia. Faktor
kedua adanya pengaruh teman bermain anak, memiliki teman
yang tidak sekolah. Anak mulai mengkonsumsi rokok dan
alkohol. Ketiga Faktor Pendidikan yaitu minimnya pendidikan

yang dimiliki oleh anak. Faktor terakhir yaitu ekonomi
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menengah kebawah pada umumnya menyebabkan orang tua
yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk anaknya.

b. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai
pengguna narkotika dikabupaten nunukan yaitu dengan pidana
penjara dan denda. Apabila denda tidak dibayar diganti dengan
wajib latihan selama 1 (satu) bulan dan Hakim tidak pernah
menjatuhkan pidana denda terhadap anak sebagai pengguna
narkotika.

B. Saran

Diharapkan bagi orang tua agar mengawasi perilaku dan
perkembangan anak supaya tidak terjerumus narkotika. Di nunukan harus
ada lembaga rehabilitasi, karena anak yang sebagai pengguna narkotika
merupakan korban dan seharusnya tidak dijatuhi pidana penjara.
Pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani
perkara anak wajib memberikan perlindungan dan mampu membina agar
anak tidak mengulangi tindak pidana atau melakukan tindak pidana baru.
Anak yang dijatuhi pidana penjara seharusnya ditempatkan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak.
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